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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

 2.1.1 Pengertian CSR (Corporate Social Responsibility)  

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah kepedulian perusahaan menyisihkan 

sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan 

manusia(people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan 

berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan professional. 

(Suharto, 2010).  

Sedangkan menurut hasil survey yang dilakukan oleh Globescan 

cendrung mendefinisiakn VSR kedalam dua kategori : (a) tanggung 

jawab operasional yang menunjuk pada standard-standar yang harus 

dicapai perusahaan dalam urusan bisnis secara normal; dan (b) 

tanggung jawab kewargaan (citizenship responsibility), yakni 

perhatian perusahaan kepada urusan-urusan yang bersifat public. 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD),  Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab 

sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk 
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memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, 

keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat 

baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.  

Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab 

kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta 

komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan 

statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial 

antara stakeholders.  

 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan  di dalam laporan 

yang disebut Sustainibility Reporting. Sustainibility Reporting adalah 

pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, 

pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya  di  dalam  konteks  

pembangunan   berkelanjutan  (sustainable  development). 

Sustainibility Reporting harus menjadi dokumen strategis yang 

berleval tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang 

Sustainibility Development yang membawanya menuju kapada core 

business dan sektor industrinya. 

 

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan 

ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung menyederhanakan 

realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan dan komitmen 

perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengkategorian dapat 
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memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR, dan 

dapat pula dijadikan cermin dan guideline untuk menentukan model 

CSR yang tepat (Suharto, 2010). 

Dengan menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapan 

kategori perusahaan. Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan 

progresif. Tentu saja dalam kenyataannya, kategori ini bisa saja saling 

bertautan. 

1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya 

anggaran CSR 

 Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang memiliki profit dan 

anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan lemah 

biasanya termasuk kategori ini. 

 Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang memiliki 

keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah. 

Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah perusahaan 

besar, namun pelit.  

 Perusahaan Humanis. Meskipun profit perusahaan rendah, 

proporsi anggaran CSRnya relatif tinggi. Perusahaan pada 

kategori ini disebut perusahaan dermawan atau baik hati.  

 Perusahaan Reformis. Perusahaan ini memiliki profit dan 

anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini 

memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai 

peluang untuk lebih maju. 
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 Sumber : Suharto (2010) 

Gambar 2.1 Kategori Perusahaan Berdasarkan Profit 

Perusahaan dan Anggaran CSR 

 

2. Berdasarkan tujuan CSR: apakah untuk promosi atau 

pemberdayaan masyarakat. 

 Perusahaan Pasif. Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa 

tujuan jelas, bukan untuk promosi, bukan pula untuk 

pemberdayaan, sekadar melakukan kegiatan karitatif. 

Perusahaan seperti ini melihat promosi dan CSR sebagai hal 

yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. 

 Perusahaan Impresif. CSR lebih diutamakan untuk promosi 

daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti ini lebih 

mementingkan ”tebar pesona” daripada ”tebar karya”. 

 Perusahaan Agresif. CSR lebih ditujukan untuk 

pemberdayaan daripada promosi. Perusahaan seperti ini lebih 

mementingkan karya nyata daripada tebar pesona. 

Profit 

perusa

haan 
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 Perusahaan Progresif. Perusahaan menerapkan CSR untuk 

tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan 

CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan 

menunjang satu-sama lain bagi kemajuan perusahaan  

 

 

 

Perusahaan impresif 

–tebar pesona 

 

 

Perusahaan 

progresif – 

Tebar pesona dan 

karya 

perusahaan pasif – 

tidak tebar pesona 

dan karya 

Peusahaan agresif – 

Tebar karya  

      Pemberdayaan 

  Sumber : Suharto (2010) 

Gambar 2.2 Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan  

CSR. 

 

 

2.1.2 Kepemilikan perusahaan 

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang 

berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen 

dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme 

untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham.  

Kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua faktor kepemilikan, yaitu 

kepemilikan manajerian dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini 

peneliti hanya akan membahas kepemilikan yang bersifat instituonal. 

promosi 
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2.1.2.1  Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan  institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh 

institusi dalam  hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan  institusi 

pemegang saham  publik yang diukur dengan prosentase jumlah saham 

yang dimiliki oleh investor  institusi  intern. Selain itu kepemilikan 

institusinal juga dapat diartikan sebagai kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar 

negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya 

kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, 

karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. 

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung 

pada besarnya investasi. Semakin besar perusahaan memiliki  kepemilikan 

institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan 

dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan 

akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan 

meningkat. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi 

konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. 

Keberadaan investor nstitusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh 

manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam 
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pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan 

kepada kepemilikan institusional karena kepemilikannya memiliki saham 

yang besar daripada kepemilikan manajerial dan akan berdampak besar 

bagi perusahaan.  

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 

1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat 

menguji keandalan informasi. 

 

2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih  

ketat Atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 

 

2.1.3  Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

Menurut  Kuntari dan Sulistyani (2007), ada tiga pendekatan dalam 

pelaporan kinerja sosial, yaitu : 

1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit) 

Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, 

social dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial 

dari operasioperasi yang dilakukan perusahaan. Pemeriksaan sosial 

dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan 

yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba 

mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan oleh 

aktivitas-aktivitas tersebut. 
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2. Laporan Sosial (Social Report) 

Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial 

telah diajukan oleh para akademis dan praktisioner. Pendekatan-

pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan 

aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh 

Dilley dan Weygandt menjadi empat kelompok sebagai berikut 

(Henry dan Murtanto, 2001 dalam Kuntari dan Sulistyani, 2007) : 

a. Inventory Approach 

 Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah 

daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial 

perusahaan. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial 

perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif. 

b. Cost Approach 

Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial 

perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada 

masing-masing aktivitas tersebut. 

c. Program Management Approach 

Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas 

pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas 

tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan itu. 

d. Cost Benefit Approach 

 Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak 

social serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan 
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dalam penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan 

dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan 

oleh perusahaan terhadap masyarakat. 

3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual 

Report) 

Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. 

Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara 

lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara, prospektus, 

pengumuman kepada bursa efek atau melalui media masa. 

Perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang 

berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh 

perusahaan tersebut. Gray, et al (1995)., menyebutkan ada tiga studi, 

yaitu : 

a. Decision Usefulness Studies 

Belkaoui (1989) dalam Anggraini (2006) mengemukakan bahwa 

perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan 

mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Sebagian dari 

studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang 

mengemukakan pendapat ini menemukan bukti bahwa informasi 

sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Para 

analis, banker dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian 

tersebut  diminta untuk melakukan pemeringkatan terhadap 

informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas 
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pada informasi akuntansi tradisional yang telah dinilai selama ini, 

namun juga informasi yang lain yang relatif baru dalam wacana 

akuntansi. Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial 

perusahaan pada posisi yang moderately important. 

 

b. Economic Theory Studies 

Studi ini menggunakan agency theory dimana menganalogikan 

manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Lazimnya, principal 

diartikan sebagai pemegang saham atau tradisional users lain. 

Namun, pengertian prinsipal tersebut meluas menjadi seluruh 

interest group perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen, 

manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai 

dengan keinginan publik. 

 

c. Social and Political Theory Studies 

Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholder, teori 

legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori stakeholder 

mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh 

para stakeholder. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudit 

(belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh 

peraturan tertentu). Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) 

mengatakan bahwa Corporate Social Responsibility terbagi 

menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan 

kinerja sosial.  
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2.1.4 Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar . 

Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham 

secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin 

tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. 

Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan 

pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan 

sebagai manajer ataupun komisaris. Samuel (2000) menjelaskan bahwa 

enterprise value atau dikenal juga sebagai firm value (nilai perusahaan) 

merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi 

pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan Wahyudi (2005) 

menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia 

dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut di jual. 

 

Dalam penilaian perusahaan terkandung unsur proyeksi, asuransi, 

perkiraan, dan judgment. Ada beberapa konsep dasar penilaian yaitu : nilai 

ditentukan untuk suatu waktu atau periode tertentu; nilai harus ditentukan 

pada harga yang wajar; penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok 

pembeli tertentu. Secara umum banyak metode dan teknik yang telah 

dikembangkan dalam penilaian perusahaan, di antaranya adalah : a) 

pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau price earning 

ratio, metode kapitalisasi proyeksi laba; b) pendekatan arus kas antara lain 

metode diskonto arus kas; c) pendekatan dividen antara lain metode 

pertumbuhan dividen; d) pendekatan aktiva antara lain metode penilaian 
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aktiva; e) pendekatan harga saham; f) pendekatan economic value added 

(Suharli, 2006). 

 

Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan. Akan tetapi di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik 

antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika 

perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, 

sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak 

terpengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham 

kepemilikan bias merupakan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat 

efektifitas perusahaan. Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen 

keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan 

perusahaan, atau memaksimalisasikan harga saham. Tujuan 

memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer harus 

berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para 

pemegang obligasi.   

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1) Yuniarti (2003) dalam Nurlela dan Islahuddin (2008) meneliti tentang 

pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan 

yang terdaftar di BEJ, dengan mengambil sampel seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEJ sebelum tanggal 31 Desember 2000. Hasil 

penelitian tersebut menemukan bahwa (1) Tingkat pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial pada perusahaan yang terdaftar di BEJ 

ternyata sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai yang 
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diperoleh sample jika dibandingkan dengan maksimal skor yang dapat 

diperoleh. (2) Ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di BEJ, walaupun pengaruh tersebut dikategorikan 

rendah sebesar 7,8%. (3) Setiap jenis industri berbeda dalam 

melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial.  

2) Paranita (2007) meneliti tentang pengaruh insider ownership, 

kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan, dengan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang go 

public dan listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 2001-

2005. Purposive sampling dengan sampel penuh (full sample) 

digunakan dalam penelitian ini. Jumlah perusahaan publik yang 

terdaftar di BEJ hingga tahun 2005 adalah 339 emiten, berdasarkan 

kriteria-kriteria purposive sampling, dari populasi tersebut didapatkan 

109 emiten yang memenuhi syarat-syarat sebagai sampel. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa insider ownership, kebijakan 

hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3) Nurlela dan Islahuddin (2008) meneliti tentang pengaruh Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan 

kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating, dengan 

mengambil sample perusahaan-perusahaan sektor non keuangan yang 

terdaftar di BEJ untuk tahun 2005. Berdasarkan Indonesian Capital 

Market Directory perusahaan yang terdaftar di BEJ selama tahun 2005 
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berjumlah 340 perusahaan, setelah diolah ternyata hanya menggunakan 

41 perusahaan di dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Corporate Social Responsibility, prosentase kepemilikan, serta 

interaksi antara Corporate Social Responsibility dengan prosentase 

kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

4) Rimba Kusumadilaga (2010) meneliti tentang pengaruh corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas 

sebagai variabel moderating, dengan mengambil sample perusahaan-

perusahaan sector manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006 dan 

2008. berdasarkan kriteria-kriteria purposive sampling, dari populasi 

tersebut didapatkan 21 perusahaan di tahun 2006 dan 42 perusahaan du 

tahun 2008. hasil penelitian ini menunjukan bahwa  Corporate Social 

Responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan tetapi 

Variabel profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat 

mempengaruhi hubungan CSR dan nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


